[ SALINAN ]

BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

bahwa untuk mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah serta
sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli
daerah, perlu dilakukan peninjauan batasan tidak
kena pajak khususnya terhadap pajak restoran
sesuai dengan kondisi perekonomian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah(Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

8. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01
Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2007

Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan  Pemerintah Kabupaten @ Maros
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008
Nomor 07);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 03
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 03
TAHUN 2011 TENTANGPAJAK RESTORAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor
03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2011 Nomor 03) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



(1) Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang
disediakan restoran.

(2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang
dikonsumsi oleh pembelibaik dikonsumsi di tempat pelayanan
maupun di tempat lain dengan pembayaran termasuk jasa boga
dan catering.

(3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.3.000.000,00 (Tiga
Juta Rupiah) per bulan.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal S disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal
4A. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Objek pajak restoran dengan criteria tertentu dapat dikecualikan
dari pengenaan pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3).

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal, 17 September 2015

Pj. BUPATI MAROS
TTD
ANDI HERRY ISKANDAR

Diundangkan di Maros

pada tanggal,12 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD
Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM

S
AGUSTAM,S.IP,M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip :19730820 199202 1 001




